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BAR IV 

PENlTUP 

1. Kesimpulan 

Dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang no. J4 tahun 1985 dinyatakan, 

mengandung prinsip bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan 

atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Jadi secara generalisasi 

permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan 

eksekusi. Namun secara kasuistis dan eksepsional permohonan peninjauan 

kembali dapat menangguhkan atau menghentikan eksekusi. Dalam keadaan yang 

sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat 

dipergunakan sebagai alasan menunda (menangguhkan) atau menghentikan 

eksekusi. Berarti ketentuan pasal 66 ayat (2) UU no. 14 tahun 1985 mengandung 

pengertian "tidak mutlak", Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali 

yang dijadikan sebagai alasan menunda (menangguhkan) atau menghentikan 

eksekusi secara kasuistis dan eksepsionaJ "tiM mutlak" dilarang atau dengan 

kata lain "tidak mutlak" tidak menangguhkan eksekusi. Karena yang dilarang 

dalam ketentuan pasal 66 ayat (2) UU no. 14 tahun J985 itu, ialah me1arang 

mempergunakan permohonan peninjauan kembali dijadikan sebagai alasan 

penundaan eksekusi secara "generalisasi", 

Dalam hal ini dcngan menggaris bawahi dan sekaligus merujuk pada 

pendapat M. Yahya Harahap, menurut hemat penulis, secara kasuistis dan 

eksepsional, hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang 
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dapat dijadikan sebagai alasan untuk rnenunda (rnenangguhkan) atau 

menghentikan eksekusi, Pennohonan peninjauan kernbali yang dapat dianggap 

sungguh-sungguh dan mendasar, apabila alasan peninjauan kernbali yang diajukan 

rnernenuhi titktor-fitktor yang bersifat prinsipil sebagairnana berikut : 

a, benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU no, 

14 tahun 1985; 

b, alasan yang dikernukakan didukung oleh fitkta atau bukti yang jelas dan 

sempuma; dan 

c, dapat diduga majelis hakirn yang akan merneriksa peninjauan kernbali besar 

kernungkinan akan rnengabulkannya, 

Ketiga faktor dialas itulah yang rnerupakan fitktor-faktor yang bersifat 

prinsipil yang mendasari perlunya penangguhan eksekusi putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum telap dalarn hal terdapat upaya permohonan 

peninjauan kern bali ke Mahkarnah Agung, 

Bertitik toluk dari kesimpulan diatas, secara kasuistis dan eksepsionaJ, 

permohonan peninjauan kembali yang sangat rnendasar dan rnernenuhi faktor­

faktor yang bersifat prinsipil sebagairnana tersebut diatas, sedernikian rupa 

kuatnya alasan peninjauan kernbali yang dikemukakan, sehingga dapat diduga 

rnampu rnembatalkan putusan yang dirninla untuk ditinjau kernbali atau dengan 

kala lain dapat diperkirakan akan mernbatalkan putusan yang hendak dieksekusi, 

rnaka adalah sangat bijaksana terhadap putusan yang dernikian, pelaksanaan 
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putusan Pengadilan (eksekusi) ditangguhkan. Sebab dalam kasus seperti itu. 

eksekusi dihadapkan pada suatu dilema dalam artian eksekusi dihadapkan pada 

dua segi pertimbangan hukum. Dari satu segi, setiap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap harus dijalankan eksckusinya. Akan tClapi dari 

scgi pertimbangan hukum yang lain, apa gunanya mcnjalankan eksekusi suatu 

putusan kalau toh putusan itu nanti bakalan dibatalkan oleh Mahkamah Agung 

dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Sehingga dengan pembatalan tersebut, 

apabila eksekusi sudah tcrlanjur dilaksanakan dan ternyata Mahkamah Agung 

mengabulkan permohonan peninjauan kemhali tersebut dalam putusannya yang 

berarti membatalkan putusan yang sudah tcrlanjur dilaksanakan eksekusinya maka 

d~ngan keadaan yang demikian, hal ini malah akan menimbulkan kerumitan pada 

saat pemulihan kemhali kepada keadaan semula 

Oleh karena itu didalam mcnyikapi terhadap adanya permohonan 

peninjauan kembali yang memang ada pada kondisi dimana telah memenuhi 

faktor-faktor yang bersifat perinsipil sebagaimana tersebut diatas dan ini teIjadi 

seeara kasuistis dan eksepsional dan memang merupakan kondisi yang tidak boleh 

tidak penangguban atau penghentian eksekusi harus dilakukan, sehubungan 

dengan !tu disini perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang ketentuan sebagaimana dimaksud secara limitatif. Dengan demikian, ada 

dasar hukum j-ang dapat dijadikan landasan untuk secara scrta merta dapat 

menangguhkan atau menghentikan eksekusi dalam kaitannya dengan permohonan 

peninjauan kembali secara kasuistis dan ekscpsional yang memiliki alasan yang 

sangat mcndasar dan memenuhi faktor-faktor sehagaimana tersebut diatas. Sebab 
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se\arna ini be\um ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan sebagai dasar 

hukurn yang dapat dengan serta rnerta menangguhkan atau menghentikan eksekusi 

yang terhadapnya ada upaya permohonan peninjauan kern bali ke Mahkamah 

Agung, rnenuggu sampai adanya putusan dati Mahkarnah Agung terhadap 

permohonan peninjauan kembali tersebut Dalam hal ini yang berwenang 

menangguhkan atau menghentikan eksekusi rnenunggu sampai adanya putusan 

dari Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali tersebut adalah 

Ketua Pengadilan Negeri. 

Karena tidak adanya ketenluan sebagaimana dimaksud diatas, walaupun 

secara kasuistis dan eksepsional permohonan peninjauan kembali dapat dijadiksn 

sebagai alasan untuk menangguhkan atau menghentikan eksekusi, namun pada 

kenyataannya keberadaan permohonan pemnJauan kembali walaupun 

didalamnya memiliki alasan yang sangat mendasar dan memenuhi faktor-faktor 

yang bersifat ptinsipil sebagaimana tersebut diatas, hal ini tidak mempengaruhi 

untuk tetap dilaksanakannya eksekusi, sulit sekali atau dapat dikatakan jarang 

sekali dalarn kaitan tersebut Ketua Pengadilan Negeti menangguhkan atau 

menghentikan eksekusi. Ka\aupun ada, hal itu terkesan karena didasari oleh unsur 

keterpaksaan yang kebanyakan karena diawali oleh perlawanan secara fisik dalam 

bentuk penggerakan massa seeara besar-besaran dati pihak yang akan dieksekusi 

(pihak yang dikalahkan) untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi tersebut 

Terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah hakim 

agar lebih efektif dan hati-hali didalam memutus suatu perkara, utamanya 

terhadap perkara yang diminta untuk dilinjau kembali. Jangan sampai hakim 
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memberikan putusan yang benentangan dengan tumutan keadilan dan tidak ada 

jaminan kepastian hukuffi. Sebab pada hakekatnya putusan bakim bertalian erat 

dengan nasib pcncari keadilan. 
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